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Masalah Pengadaan tanah merupakan hal yang sangat pelik dalam penanganannya, karena menyangkut hajat hidup orang banyak, dilihat kebutuhan tanah untuk pembangunan, tanah negara yang tersedia sangat terbatas dan tidak jarang tidak dikuasai langsung oleh negara diantaranya tanah bengkok yang sekarang berubah namanya menjadi tanah kas desa. Dalam penentilian ini mempertanyakan alih fungsi tanah Bengkok dan kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaan pelepasan dan penggantian tanah bengkok sebagai akibat pembangunan bandara Internasional Jawa Barat Kertajati Kabupaten Majalengka.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptis analisis yaitu spesifikasi penelitian yang menggambarkan masalah yang diteliti, dengan pendekatan yuridis normatif, data diperoleh dari sumber hukum sekunder yang dijadikan bahan hukum primer berupa perundang-undang, buku, jurnal. data diperoleh dari studi lapangan dan studi dokumen kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis dengan tidak menggunakan rumus matematis.
Hasil penelitian adalah sebagai Alih Fungsi Tanah Bengkok Sebagai Akibat Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati Kabupaten Majalengka, dilaksanakan sebagai berikut tanah asset desa/tanah bengkok Desa merupakan bagian dari pengadaan tanah yang dilakukan oleh Badan pertanahan nasional yang terdiri tanah milik warga dan sebagian tanah asset desa. Kendala-kendala yang muncul dalam Pelaksanaan Pelepasan dan Penggantian Tanah Bengkok Untuk Kepentingan Umum Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati Kabupaten Majalengka, pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan langsung oleh instansi yang. Kendala kedua adalah tidak memperoleh tanah bengkok pengganti di desa sendiri cara mengatasiya dengan konsultasi dengan pejabat yang berwenang hasilnya diperkenankan dengan seijin Kepala Kantor Pertanahan. 














Pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan harus didahului kemajuan perekonomian, dan untuk meningkatkan perekonomian harus ditunjang dengan infrastruktur. Salah satu cara untuk meningkatkan infrastruktur yaitu didukung dengan prasarana berupa tanah. Tanah merupakan kebutuhan dalam pelaksanaan pembangunan yang menduduki komponen paling utama, maka sebelum pelaksanaan pembangunan harus ada terlebih dahulu tersedianya komponen yang paling utama agar pembanguna terwujud secara optimal yaitu lahan atau tanah. Tanah sebagai tubuh bumi merupakan tempat tinggal serta tempat beraktifitas bagi manusia dan juga merupakan kekayaan nasional yang dibutuhkan oleh manusia baik secara individual, badan usaha maupun pemerintah dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional. Jadi dengan demikian tanah mempunyai arti penting dan peranan penting dalam hidup dan kehidupan manusia karena sebagian besar kehidupan manusia tergantung dengan tanah.​[1]​
Dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional tanah mempunyai peran yang sangat penting, tanah mempunyai fungsi yang sangat strategis, baik sebagai sumber daya alam maupun sebagai ruang untuk pembangunan. Karena kesedian tanah yang relatif tetap sedangkan kebutuhan akan tanah terus meningkat, maka diperlukan pengaturan yang baik, tegas, dan cermat mengenai penguasaan pemilikan maupun pemananfaatan tanah, sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita penguasaan dan penggunaan tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
Pembangunan oleh pemerintah, khususnya pembangunan fisik mutlak memerlukan tanah. Tanah tersebut dapat berupa tanah negara maupun tanah hak. Pembangunan sangat memerlukan tanah sebagai sarana yang paling penting sedangkan warga masyarakat memerlukan tanah untuk tempat tinggal serta mencari nafkah, hal inilah yang merupakan suatu polemik didalam keperluan pembangunan, namun hal ini harus dilakukan agar terciptanya pembangunan infrastruktur yang dapat dirasakan masyarakat. 
Istilah pengadaan tanah secara substansial lebih luas daripada hanya yang dimaksud pengadaan tanah.​[2]​ Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Wujud pelaksanaan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan merupakan suatu cara yang ditempuh oleh pemerintah dalam rangka mengambil tanah-tanah warga masyarakat demi suatu pembangunan.​[3]​ 
Dalam pembukaan UUD RI 1945 dengan kata-kata : “memajukan kesejahteraan umum” dalam Pasal 33 ayat (3) menggariskan kebijakan dasar mengenai penguasaan dan penggunaan sumber-sumber daya alam yang ada, dengan kata- kata“Bumi, air dan Kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Dalam batang tubuh UUD RI 1945 sendiri tidak terdapat penjelasan mengenai sifat dan lingkup Hak Menguasai dari Negara tersebut. Dalam penjelasan ayat (3) pasal tersebut hanya dinyatakan, bahwa: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalam bumi, adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat, sebab itu harus dikuasai oleh Negara dan dipergunakan unutk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Baru dengan kelahiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang lebih dikenal dengan Undang- Undang Pokok Agraria (UUPA), yang pada tanggal 24 september 1960, diberikan penjelasan resmi (otentik) mengenai sifat dan lingkup Hak Menguasai dari Negara tersebut, Pegaturan hak atas tanah telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104). 
Dalam pelaksanaan pengadaan tanah, atas hak menguasai negara diatur di dalam Pasal 2 UUPA: (1) Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Pasal 6 UUPA menyebutkan bahwa Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, Fungsi sosial hak atas tanah sebagaimana dimaksud Pasal 6 UUPA mengandung beberapa prinsip keutamaan dimana didalam UUPA menjamin hak milik pribadi atas tanah tersebut tetapi penggunaannya yang bersifat untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat sehingga timbul keseimbangan, kemakmuran, keadilan, kesejahteraan bagi masyarakat maupun pribadi yang memiliki tanah. Pasal 18 UUPA dalam kaitannya terhadap pengadaan tanah juga berperan penting untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang- undang.
Pengaturan pengadaan tanah juga diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 12 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, serta Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 perubahan ke tiga atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tanah dibagi menjadi dua yaitu, tanah hak dan tanah Negara. Tanah hak adalah tanah-tanah yang sudah ada hak di atasnya, contohnya hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, hak sewa seperti hak-hak yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA., sedangkan tanah negara merupakan tanah-tanah yang belum dihaki dengan hak-hak perorangan oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yaitu tanah bengkok desa.
Apabila tanah yang diperlukan untuk pembangunan itu berupa tanah negara, maka pengadaan tanahnya tidaklah sulit, yaitu dengan cara pengajuan permohonan hak atas tanah secara langsung kepada negara, untuk selanjutnya digunakan untuk pembangunan. Akan tetapi, tanah negara saat ini jarang ditemukan, oleh karena itu tanah yang diperlukan untuk pembangunan umumnya adalah tanah hak yang dapat berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Negara selaku badan penguasa yang memiliki hak menguasai yang menurut konsep UUPA, pengertian “dikuasai” oleh negara bukan berarti “dimiliki”, melainkan hak yang member wewenang kepada Negara untuk menguasai seperti  hal tersebut.​[4]​ 
Negara akan dapat senantiasa mengendalikan atau mengarahkan pembangunan sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang ada, yaitu dalam lingkup penguasaan secara yuridis yang beraspek publik.​[5]​ Penguasaan tanah untuk kepentingan publik tersebut akan dipergunakan lokasi pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat yang akan menggatikan fungsi Bandara Husein Sastranegara di Bandung yang sudah tidak memadai lagi dalam mengikuti perkembangan masyarakat. 
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan Kabupaten Majalengka sebagai salah satu prioritas pembangunan infrastruktur untuk menopang percepatan pembangunan termasuk mega proyek pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat yang akan dibangun di Kecamatan Kertajati, serta sentra untuk relokasi berbagai industri dan konsep pengembangan Kertajati Aero City yang terintegrasi dengan berbagai fasilitas seperti pemukiman, universitas, rumah sakit, pusat perbelanjaan, bussines center, resort, sarana hiburan dan rekreasi. 
Dalam waktu dekat ini Majalengka akan kehilangan ribuan hektar lahan pertanian akibat pembangunan bandara internasional di kecamatan Kertajati dan pembangunan jalan tol. Untuk pembangunan Bandara saja, lahan pertanian yang akan hilang karena alih fungsi lahan diperkirakan mencapai 7500 Ha diantaranya untuk runway (landasan pacu) seluas 1800 ha, Aero City 3200 Ha dan pengembangan sekitar 2500 ha. Sementara lahan yang beralih fungsi akibat adanya jalan tol Cikapali selua 410 Ha dan Tol Cisumdawu seluas 10 Ha.​[6]​
Dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati, dimana masih terdapat tanah asset kas desa, ratusan hektar tanah bengkok yang terdapat di beberapa desa diperkirakan akan hilang karena terkena pembebasan lahan untuk pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kecamatan Kertajati.​[7]​ Tanah bengkok yang diprediksi hilang itu adalah tanah bengkok yang ada di Desa Bantarjati, Desa Kertajati, Desa Kertasari dan Desa Sukamulya. Bahkan sekitar 81 hektar tanah bengkok yang ada di tiga desa yakni Bantarjati, Kertasari dan Kertajati sudah dipastikan hilang karena sudah termasuk lahan yang dilakukan pengukuran terkena proyek Bandara. Warga sekitar menyebutnya dengan istilah “Tanah Bengkok” tanah bengkok dalam sistem agraria di Pulau Jawa adalah lahan garapan milik desa. Tanah bengkok tidak dapat diperjual belikan tanpa persetujuan seluruh warga, namun boleh disewakan oleh yang diberi hak mengelolanya. Berdasarkan dari ketentuan peraturan hukum di atas, maka pada prinsipnya Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum tersebut dilakukan dengan cara Pelepasan Hak yang diperoleh dari tanah bengkok milik keempat pekon tersebut dan dalam kegunaannya tanah tersebut di gunakan untuk membangun fasilitas umum berupa kantor pemerintahan daerah.
Namun demikian hingga kini Pemerintah Kabupaten Majalengka belum menyiapkan tanah pengganti tanah bengkok yang hilang itu dengan alasan masih dalam tahap pengajuan ke tingkat Propinsi untuk dibayar ganti ruginya.​[8]​ Padahal menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk tanah Negara tidak diberikan gantirugi berupa uang tetapi diganti dengan tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 36 mengatur pemberian ganti kerugian dalam bentuk, uang, tanah pengganti, pemukiman kembali kepemilikan saham dan bentuk lain yang disepakati oleh ke dua pihak.
Macam tanah menurut Undang-Undang PokokAgraria (UUPA), dibagi menjadi dua, yaitu tanah hak dan tanah negara. Tanah hak adalah tanah-tanah yang sudah ada hak di atasnya, contohnya seperti hak-hak yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA, sedangkan tanah negara merupakan tanah-tanah yang dikuasai langsung negara, dalam artian tanah-tanah belum dihaki dengan hak-hak perorangan oleh Undang-Undang PokokAgraria (UUPA),​[9]​ misalnya tanah Tanah Bengkok Desa. Seiring adanya perkembangan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Tanah Bengkok atau Tanah Pekulen di pedesaan Jawa merupakan bagian dari Tanah Kas Desa yaitu bidang-bidang tanah yang berada di dalam atau sekitar Desa atau kampung yang bukan milik kerabat, milik perseorangan, milik yayasan atau lembaga atau perusahaan sebagai tanah Desa atau tanah milik Desa yang juga merupakan aset Desa.​[10]​ Dengan demikian adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Tanah Bengkok/Tanah Ganjaran yang dulunya diperuntukan bagi para Pamong/Perangkat Desa sebagai pengganti gaji sekarang ini Kepala Desa ataupun Perangkat Desa akan mendapatkan penghasilan tetap Pasal 66 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sehingga Tanah Bengkok yang merupakan aset desa dapat dikelola Pemerintah Desa untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.
Persoalan jual beli ataupun tukar guling tanah, pewarisan tanah di Indonesia yang mengikuti peraturan-peraturan adat setempat maupun peralihan hak yang telah mengikuti peraturan Undang-Undang Pokok Agraria sebenarnya bukanlah hal yang baru, akan tetapi masalah tersebut baru akan timbul apabila terjadi alih fungsi tanah yang berasal dari tanah bengkok desa yang pada awalnya diperuntukkan untuk penguasaanya oleh kepala desa atau perangkat/bekel desa yang semestinya diperuntukan sebagai pensiun dan akan dikembalikan kepada pemerintah desa setelah yang bersangkutan meninggal dunia.
Dari latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan berjudul: “Akibat Hukum Terhadap Alih Fungsi Tanah Bengkok Sebagai Akibat Pembangunan Bandara Internasional Kertajati Kabupaten Majalengka.”

B.	Identifikasi Masalah 
Ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini, secara khusus dirumuskan dan dibatasi sebagai berikut :
1.	Bagaimanakah Alih Fungsi Tanah Bengkok Sebagai Akibat Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati Kabupaten Majalengka?






Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan metode desktiptif analitis, yaitu dengan cara menggambarkan atau melukiskan suatu data, kemudian disusun secara sistematis untuk dianalisis dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dengan kata lain menggambarkan mengenai permasalahan akibat hukum alih fungsi tanah bengkok dalam pembangunan bandara kertajati secara sistematis, kemudian dianalisissecara kualitiatif karena tidak menggunakan statistik dan angka.
1.	Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori pelaksanaannya yang menyangkut dengan permasalahan yang diteliti yaitu mengenai akibat hukum alih fungsi tanah bengkok dalam Pembangunan Bandara Internasional Kertajati Kabupaten Majalengka berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
2.	Metode Pendekatan






A.	Alih Fungsi Tanah Bengkok Sebagai Akibat Pembangunan Bandara Internasional Kertajati Kabupaten Majalengka
Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, tanah bengkok tersebut dialihkan statusnya (Konversi) menjadi hak pakai berdasarkan ketentuan UUPA (Konversi Pasal VI) yang menyatakan Hak-hak tanah yang memberikan wewenang sebagaimana mirip dengan hak yang dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) seperti yang disebut di bawah, yang pada mulai berlakunya Undang-Undang ini, yaitu hak vrucht gebruik, gebruik, grant controleur, bruikleen, ganggam bauntuik,anggaduh, bengkok, lungguh, pituwas, dan hak-hak lain dengan nama apapun juga akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak berlakunya Undang-Undang ini menjadi hak pakai tersebut dalam Pasal 41 ayat (1) yang memberi wewenang dan kewajiban sebagaimana yang dipunyai oleh pemegang haknya pada mulai berlakunya Undang-undang ini, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini.
Dari Pasal IV ketentuan konversi tersebut dapat diketahui isi, sifat dan perwujudan Hak Pakai (proses konversi dari Hak Bengkok) tersebut pada Pasal 41 ayat (1) UUPA yang berbunyi “Hak pakai adalah untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan undang-undang ini.
Tanah merupakan sumber kekayaan negara dan dapat bermanfaat bagi kemakmuran serta kepentingan umum. Pengertian tanah tersebut termasuk pula tanah desa. Menurut Pasal 1 angka 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa atau disebut Permendagri No 1/2016 bahwa Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial. Jadi, tanah desa tersebut dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan umum dan kemakmuran masyarakat desa.
Pasal 77 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau disebut UU Desa menyatakan bahwa pengelolaan kekayaan milik desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.
Tujuan utama dari pembangunan desa adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Beragam usaha dikembangkan untuk pencapaian tujuan tersebut. Tetapi seringkali usaha tersebut tidak sesuai dengan pencapaiannya, karena pendayagunaan yang berlebihan dalam mengejar target pembangunan tertentu dan juga terjadi pelanggaran norma-norma kehidupan masyarakat di pedesaan.​[12]​
Pemanfaatan dan pengelolaan tanah kas desa salah satunya terjadi di Desa Bantarjati, Desa Kertasari dan Desa Kertajati, Kecamatan Kertajati Majalengka Jawa Barat, pelepasan tanah kas desa dilakukan oleh perangkat desa berdasarkan persetujuan dari Kepala Desa (atau disebut tanah bengkok). Hasil pengelolaan tanah tersebut sebagai pengganti gaji atau upah para perangkat desa. Namun setelah adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka tanah kas desa yang dikelola oleh perangkat desa tersebut kemudian menjadi tunjangan kerja bukan sebagai upah/gaji kerja, tanah kas desa tersebut dapat pula dikelola oleh masyarakat dengan dilakukan lelang atas tanah tersebut.
Sebutan tanah dalam bahasa Indonesia dapat dipakai dalam berbagai arti, dalam penggunaannya perlu diberi batasan, agar diketahui dalam arti apa istilah tersebut dipergunakan. Dalam Hukum Tanah kata sebutan “tanah” dipakai dalam arti yuridis, sebagai suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria disingkat UUPA. Tanah diberikan kepada dan dipunyai oleh orang dengan hak-hak yang disediakan oleh UUPA, adalah untuk dipergunakan atau dimanfaatkan. Diberikannya dan dipunyainya tanah dengan hak-hak tersebut tidak akan bermakna jika penggunaannya terbatas hanya pada tanah sebagai permukaan bumi saja, Untuk keperluan apapun tidak bisa tidak, pasti diperlukan juga penggunaan sebagian tubuh bumi yang ada dibawahnya dan air serta ruang yang ada diatasnya.​[13]​ Tanah yang dimaksud dengan Pasal Konversi VI dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Agraria tersebut termasuk juga tanah desa yang diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa. Pasal 1 angka 26 Permendagri No. 1/2016 mengatur ketentuan yaitu: “Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial”
Pengelolaan dan pemanfaatan tanah desa salah satunya dilakukan oleh Kepala Desa dan perangkat desa diatur sesuai dengan peraturan Bupati/Walikota dari masing-masing desa/daerah. Disamping itu, pengelolaan dan pemanfaatan tanah kas desa tersebut juga diatur sesuai dengan pembahasan yang dilakukan oleh Kepala Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa. Pasal 77 ayat (3) Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur ketentuan yaitu : “Pengelolaan kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah”
Di dalam pasal-pasal terdahulu diterangkan bahwa manusia mempunyai tempat tinggal bersama, hidup bersama, mendirikan rumah dalam kelompok besar kecil. Sumber pendapatan yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Sumber pendapatan daerah yang berada di desa, baik pajak maupun retribusi yang telah dipungut maka diberikan kepada desa untuk mencapai tingkat kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa.
Tanah kas desa merupakan aset desa yang menjadi kompensasi gaji dari perangkat dan pemerintah desa. Setelah berlakunya Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka penghasilan tetap perangkat desa atau pemerintah desa dianggarkan dari APB Desa yang bersumber dari Anggaran Dasar Daerah. Pemindahtanganan atau alih fungsi tanah melalui tukar menukar telah diatur dalam Pasal 32 sampai 45 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset (​http:​/​​/​risehtunong.blogspot.co.id​/​2014​/​06​/​kumpulan-peraturan-desa-atau-gampong.html​). Pasal 32 mengatur tentang Pemindahtanganan aset Desa berupa tanah melalui tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a terdiri dari: untuk kepentingan umum; bukan untuk kepentingan umum; dan tanah kas desa selain untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan umum.
Dalam Pasal-Pasal tersebut dipisahkan untuk tukar-menukar tanah kas desa untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan umum. Dalam tukar menukar tanah kas Desa untuk kepentingan umum dimungkinkan setelah adanya kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan Desa dengan menggunakan nilai wajar yang dilakukan oleh tenaga penilai. Tukar menukar kas Desa diharapkan dilakukan dalam bentuk tanah dengan besaran dan nilai yang sama dan berlokasi di desa yang sama. 
Apabila tidak memungkinkan, maka tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu Kecamatan dan/atau desa di Kecamatan lain yang berbatasan langsung. Apabila tanah pengganti belum tersedia maka penggantian dapat terlebih dahulu diberikan berupa uang, seperti yang disyaratkan dalam Pasal 34 Permendagri tentang Pengelolaan Aset.
B.	Kendala-kendala yang Muncul dalam Pelaksanaan Pelepasan dan Penggantian Tanah Bengkok Untuk Kepentingan Umum Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati Kabupaten Majalengka
Kendala-kendala yang Muncul dalam Pelaksanaan Pelepasan dan Penggantian Tanah Bengkok Untuk Kepentingan Umum Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati Kabupaten Majalengka, Faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembayaran ganti rugi terhadap tanah kas desa tersebut adalah: 
1.	Pemerintah Desa Kertajati, Desa Kertasari, Desa Bantarjati, Desa Sukamulya, Desa Babakan, dan Desa Sukakerta, yang keseluruhannya terletak di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka  kesulitan dalam mencari tanah pengganti di dalam wilayah desanya, sehingga dari 3 (tiga) desa yang melakukan pelepasan dan penggantian tanah bengkok atau kas desa hanya satu desa yaitu Desa Sukamulya yang berhasil memperoleh tanah pengganti namun tanah yang diperoleh tidak berada di desa Sukamulya tetapi di luar desa namun masih dalam satu Kecamatan Kerta Jati. Belum dikeluarkannya Ijin Bupati maupun Surat Rekomendasi dari Gubernur Jawa Barat tentang ijin pelepasan tanah kas desa, walaupun dalam Pasal 121 Peraturan Presiden Nomor 148 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum mengatur dengan jelas dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan tata ruang wilayah. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan penetapan lokasi. Penilaian tanah dalam rangka pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi yang memerlukan tanah menggunakan hasil penilaian jasa penilai. Jadi dengan demikian sebenarnya tidak diperlukan lagi penetapan lokasi oleh Bupati atau Gubernur. Namun dalam Peraturan mentri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa ada kewajiban Kepala desa melaporkan hasil penge
2.	Sebagian alas hak tidak diketemukan saat proses administrasi di tingkat desa, Alas Hak adalah merupakan alat bukti dasar seseorang dalam membuktikan hubungan hukum antara dirinya dengan hak yang melekat atas tanah. Oleh karenamya sebuah alas hak harus mampu memjabarkan kaitan hukum antara subjek hak ( individu atau badan hukum) demgan suatu objek hak (satu atau beberapa bidang tanah) yang ia kuasai.artinya dalam sebuah alas hak sudah seharusnya dapat menceritakan secara lugas, jelas dan tegas tentang detail kronologis tentang penguasaan suatu bidang tanah sehingga jelas riwayat atas kepemilikan terhadap tanah tersebut. Alas hak bentuknya bermacam macam, dalam hal ini penulis ingin mempersempit pokok pembahasan mengenai alas hak yang di maksud dengan menelaah alas hak dalam konteks pendaftaran tanah pertama kali khususnya alas hak terhadap tanah tanah negara yang akan dimohonkan penerbitan hak miliknya. Tanah Negara dan Pemberian Hak. Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan suatu hak atas tanah (Vide,BAB l, Ketentuan Umum Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dimana tanah Hak adalah tanah yang telah dipunyai suatu hak atas tanah (Vide, BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 PMNA/KA.BPN Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara. Jika melihat definisi ini maka sudah sangat jelas  bahwa status tanah negara yang belum terdaftar haknya pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/kota tidak sama seperti status tanah tanah yang sudah melekat dan diakui hak diatasnya seperti Hak atas Ulayat, Tanah Marga /Kaum, Eigendom dan lain sebagainya. Dalam menentukan suatu bidang tanah merupakan tanah negara atau bukan juga harus diatur dalam suatu peraturan perundang undangan. Dalam konteks pendaftaran tanah pertama kali/proses penerbitan sertifikat Hak milik atas tanah yang berasal dari tanah tanah negara baik yang dilakukan secara sistematis (terprogram) maupun sporadis (Inisiatif personal), maka. Prosedur pelaksanaannya dilakukan dengan cara pemberian Hak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Pengelolaan. Selanjutnya pada Pasal 9 ayat (2), pada angka 2 hurup (a) PMNA/ka BPN No 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara secara gamblang menyebutkan, bahwa salah satu persyaratan dapat di prosesnya permohonam Hak Milik atas tanah adalah dengan menyertakan alas hak sebagai bukti penguasaan, baik yang berupa sertifikat, girik, surat kapling, surat surat bukti pelepasan Hak dan pelunasan Tanah dan rumah dan atau yang telah di beli dari pemerintah, putusan pengadilan, atau Pejabat Pembuat Akta Tanah, akta pelepasan Hak, dan surat surat bukti perolehan tanah lainnya. Namun kenyataan yang banyak terjadi di beberapa Daerah Kabupaten/Kota khususnya pada level pemerintahan desa/Kelurahan yang tidak begitu memahami atau bahkan memyepelekan persoalan atas hak sebagaimana disebutkan di atas, terlebih terhadap tanah tanah negara yang belum terdaftar haknya di kamtor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota. Tidak sedikit produk pemerintahan Desa/lurah berupa alas hak atas tanah yang tidak tercatat dalam buku aset Desa. 
3.	Biaya operasional Pelepasan Tanah Kas Desa dibebankan kepada instansi yang memerlukan, hal ini dapat dilakukan untuk pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, pengganti tanah masyarakat yang terkenan pengadaan tanah bagi pembangunan untun kepentingan umum, dan/atau kepentingan relokasi karena terjadinya bencana alam. Pelepasan TKD untuk pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepetingan umum diberikan ganti kerugian dalam bentuk tanah. Nilai ganti kerugian tersebut atas hasil penilaian dari penilai publik.
Pelaksanaan pengadaan tanah pengganti TKD dibiayai oleh instansi yang memerlukan TKD. Biaya ini meliputi biaya operasional dan biaya pendukung, dan peralihan hak atas tanah. Biaya operasional dan biaya pendukung meliputi rapat-rapat, pengadaan bahan, alat tulis kantor, cetak/ penggandaan, biaya keamanan, penunjang musyawarah, sosialisasi, biaya perjalanan, survei lokasi, honorarium panitia dan pengawas. Sedangkan biaya peralihan hak meliputi sertipikasi tanah pengganti dan pengukuran tanah.
Pemanfaatan TKD yang jangka waktunya tidak lebih dari tiga tahun yang mengakibatkan perubahan fungsi TKD tetap harus mendapatkan izin gubernur, dengan meknisme izin sama dengan pemanfaatan TKD yang lain. Pemerintah Desa wajib mendaftarkan TKD kepada kantor pertanahan untuk memberi kepastian hukum atas hak tanahnya, berupa sertipikat tanah atas nama pemerintah desa. Penyimpanan sertipikat diatur, sertipikat asli disimpan oleh pemerintah kabupaten dan pemerintah desa menyimpan fotokopinya. Pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan TKD, diberikan dalam bentuk teguran tertulis oleh gubernur untuk mengembalikan fungsi dan/atau peruntukan TKD. Teguran diberikan sebanyak tiga kali, masing-masing dengan interval, teguran pertama 30 hari, teguran ke-2 lima belas hari dan teguran ke-3 lima belas hari. Apabila teguran tidak diindahkan oleh pelanggar, akan dilakukan pengembalian fungsi dan peruntukannya secara paksa dan wajib dibiayai oleh pelanggar. Dalam hal pelanggar menolak membiayai dapat dilaporkan kepada pihak yang berwajib.




A.    Kesimpulan
1. Sistem pendaftaran tanah di Indonesia menganut sistem publikasi negatif yang bertendensi positif. Sistem ini pada dasarnya kurang memberikan kepastian hukum apalagi perlindungan hukum baik kepada pemegang sertipikat, maupun pihak ketiga yang memperoleh hak atas tanah. Untuk dapat lebih memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum sebaiknya UUPA kita atau hukum tanah kita menganut sistem publikasi positif.  
2. Pelaksanaan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 ini ada baiknya diterapkan dengan catatan dalam penerbitan sertipikat hak atas tanah, pihak-pihak yang terkait dengan penerbitan baik dalam pemberian petunjuk-petunjuk sebagai syarat diterbitkannya sertipikat maupun dalam proses penerbitannya tersebut benar-benar berlandaskan kejujuran dan ketelitian sehingga dalam penerbitan sertipikat, mereka yang benar-benar mempunyai alas hak yang sahlah yang dapat mempunyai sertipikat haknya bukan mereka yang menguasai tanah orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya, karena pemiliknya pergi selama bertahun-tahun.
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